BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL
DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal
112C angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah
Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
Mineral di Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.35

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal
18 Oktober 2011;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 546);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH
MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kkristal teratur
atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas
atau padu.

Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung
logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai
penghantar panas dan listrik yang baik.

Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri
atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping),
pasir kuarsa, dan lain-lain.

Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau
lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat
(massive) maupun lepas (loose).

Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral
berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.

Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau
lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.

Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama
pertambangan yang merupakan sampingan dari proses pengolahan
dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.

Terak adalah material sisa dari proses peleburan atau pemurnian
logam yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari
campuran imbuh, pengotor bijin/logam, abu bahan bakar, dan bahan
pelapis tanur.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi
produksi.

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah
selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.

Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam
rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha
penambangan bahan galian mineral, tidak termasuk minyak bumi,
gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.

Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari
proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral.
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Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral melalui
kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sehingga menghasilkan
manfaat ekonomi, sosial dan budaya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertambangan mineral.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pertambangan mineral.

BAB Il
TATA CARA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

Pasal 2

Golongan komoditas tambang Mineral yang dapat ditingkatkan nilai
tambahnya terdiri atas:

a. Mineral Logam;
b. Mineral Bukan Logam; dan
c. Batuan.

Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang Mineral
Logam;

b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral Bukan Logam;
atau

c. pengolahan untuk komoditas tambang Batuan.

Pengolahan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang
menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah
dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa Konsentrat Mineral
Logam dan Batuan yang dipoles.

Pemurnian Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses
ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk
menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari
Mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.

Pasal 3

Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
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a. pengolahan dan pemurnian untuk jenis komoditas tambang
Mineral Logam tertentu, termasuk Mineral ikutannya;

b. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Mineral Bukan
Logam tertentu; atau

c. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Batuan tertentu.

Pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas
tambang Mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. memiliki sumber daya dan cadangan Bijih dalam jumlah besar;

b. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di
dalam negeri;

c. teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap
teruji;

d. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan
baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;

e. Produk Samping sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian
untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;

f. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis
Mineral;

g. memberikan efek ganda bagi negara baik secara ekonomi dan
sosial dan budaya; dan/atau

h. untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pertimbangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian
untuk setiap jenis komoditas tambang Mineral tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menetapkan batasan
minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang
Mineral tertentu.

Jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pengolahan dan
pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum
pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis komoditas tambang Mineral Bukan Logam tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan pengolahan di dalam
negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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